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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Bank 

1. Pengertian Bank 

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan sudah dituangkan pengertian bank, Bank adalah badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 

bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya.
16

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank adalah 

badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang 

dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah salah satu lembaga yang 

beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya 

mencari keuntungan.
17

 

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan 

yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

                                                           
16

 Lihat Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan   
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 Maryanto, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), h. 1   
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menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-

jasa bank lainnya.
18

 

Dari pengertian diatas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya 

suatu usaha simpan pinjam demi untuk kepentingan pihak ketiga tanpa 

memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan 

hukum (rechts person).
19

 

2. Sumber-sumber Hukum Perbankan 

Hukum perbankan yaitu, kumpulan ketentuan hukum, yang 

meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum 

dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut 

tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
20

 

 Dibawah ini berikut berbagai peraturan perundang-undangan yang 

secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan 

dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum diantaranya :
21

 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor. 3 

Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2012), h. 12 
19

 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada: 2015), h. 28 
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI); 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan 

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah; 

6. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 

7. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang HUkum Dagang); 

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian; 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, 

yang Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007; 

11.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah; 

12. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fudisia; 

13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.  

3. Jenis-jenis Bank 

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998,  

kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi 
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dua jenis bank saja. Dalam pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa bank 

menurut jenisnya terdiri dari : 

a. Bank Umum 

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah 

yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 

ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). 

Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank Umum dapat dibedakan lebih 

lanjut sebagai berikut, Bank Umum Milik Negara, Bank Pembangunan 

Daerah, Bank Umum Koperasi, Bank Umum Swasta Nasional, Bank 

Umum Asing, Bank Campuran.
22

 

Bank Umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil 

merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank Umum 

juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan  BPR, baik 

dalam bidang ragam pelayanan, sumber dana yang melimpah, jangkauan 

wilayah operasinya luas secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui 

cek dan bilyet giro, maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya Bank 

Umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat 

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. 
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b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini 

kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank 

umum.
23

 

c. Perbedaan fungsi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

Dari segi definisi menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional 

atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti 

kliring dan juga melakukan jual beli valuta asing, didalam kegiatannya. 

Sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran baik itu 

kliring ataupun jual beli valuta asing dalam kegiatannya. 

Jenis simpanan bank umum adanya giro, tabungan dan deposito 

sedangkan BPR hanya ada tabungan dan deposito berjangka. Dalam lalu 

                                                           
23
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lintas giral dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah cek dan bilyet 

giro, sementara bank BPR tidak memiliki fasilitas ini. 

 

B. Tinjauan Tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

1. Pengertian BPR 

Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan menjelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan  

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Sedangkan, menurut Pasal 1 ayat (5) Permendagri 

Nomor 22 Tahun 2006 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik 

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR Daerah adalah bank 

perkreditan  rakyat  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya dimiliki 

oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari  

kekayaan daerah yang dipisahkan. 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
24

 

Status BPR diberikan kepada lembaga-lembaga lainnya yang 

sesuai Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan 

memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan 

                                                           
24
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Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/26/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan tersebut 

diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah 

berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan 

oleh masyarakat, maksudnya keberadaan lembaga yang dimaksud diakui. 

2. Tujuan dan Usaha BPR 

Tujuan BPR adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan   ekonomi 

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak 

yang sasarannya melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, 

pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat 

terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan 

layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan 

pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para rentenir. 

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari 

selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan yang disebut dengan 

spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 
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c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. 

d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), 

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. 

SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR 

apabila BPR mengalami over likuiditas 
25

 

 Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas 

BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga 

mencakup pemberian jasa  perbankan bagi masyarakat golongan 

ekonomi lemah di daerah perkotaan. 

 

C. Tinjauan Tentang Kredit 

1. Pengertian dan Unsur-unsur Kredit 

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin yaitu “creditus” yang 

merupakan bentuk past participle dari kata credere (lihat pula credo dan 

creditum, yang berarti to trust atau faith. Kata trust itu sendiri berarti 

“kepercayaan”.
26

  

Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 

menyebutkan definisi dari kredit yaitu: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

                                                           
25

 www.udin.staff.gunadarma.ac.id , diakses pada tanggal 4 september 2017 
26

 Djoni S Ghazali, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 263 
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peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. 

Kiranya dapat kita simpulkan, bahwa pada dasarnya kredit itu 

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
27

 

a. Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang 

bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan 

tersebut lazimnya disebut kreditur. 

b. Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. 

Pihak ini lazimnya disebut debitur. 

c. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur. 

d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. 

e. Adanya berbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 

barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali 

dari debitur. 

f. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur.  

2. Jenis Kredit 

Kredit dapat dibedakan menjadi lima macam menurut yaitu:
28

 

- Dilihat dari segi kegunaan kredit 

a. Kredit Investasi 

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau 

membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. 
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b. Kredit Modal Kerja 

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 

operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk 

membeli bahan baku, membayar gaji karyawan atau biaya-biaya 

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi. 

- Dilihat dari segi tujuan kredit 

a. Produk Produktif 

Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk 

meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. 

b. Produk Konsumtif 

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk 

dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan 

barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan 

atau dipakai oleh seseorang untuk keperluan pribadi. 

c. Kredit Perdagangan 

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk 

membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari 

hasil penjualan barang dagangan tersebut. 

- Dilihat dari segi jangka waktu 

a. Kredit jangka pendek 

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 

1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. 
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b. Kredit jangka menengah 

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 

dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan 

investasi. 

c. Kredit jangka panjang 

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang, kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 

tahun atau 5 tahun, biasanya kredit ini untuk investasi jangka 

panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, manufaktur dan 

untuk kredit konsumtif. 

 

D. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit 

1. Pengertian perjanjian kredit 

Diketahui bahwa pemberian kredit itu merupakan suatu perjanjian 

antara bank dengan pihak peminjam (debitur). Perjanjian tersebut lahir 

berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan peminjam 

dana. Dalam praktik perbankan, perjanjian yang demikian lazim 

dinamakan dengan perjanjian kredit.
29

 

2. Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit  

Praktik perbankan biasanya mendasar perjanjian kredit ini kepada 

buku kedua (mengenai jaminan kredit) dan buku ketiga Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata. Hal-hal yang berkaitan dengan jaminan kredit 

bank tunduk kepada ketentuan hukum jaminan sebagaimana diatur dalam 
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Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan peraturan 

perundang-undangan lainnya. Sementara itu, untuk hal lainnya yang 

berkaitan dengan perjanjian kredit tunduk kepada ketentuan perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.
30

 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia maka pemberian kredit 

bank wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan 

akta dibawah tangan maupun dengan akta notariil. Perjanjian kredit disini 

berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, 

perorganisasian, dan pengawasan dalam pemberian kredit yang dilakukan 

oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang 

mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya.
31

 

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan para pihak, dengan 

demikian maka bentuknya juga tergantung kepada para pihak yang 

mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Suatu perjanjian kredit dapat dibuat 

secara lisan atau tertulis, asalkan pada pokoknya telah memenuhi syarat- 

syarat dalam membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 

1320 KUHPerdata. Praktek yang lazim pada masyarakat sekarang dalam 

membuat perjanjian kredit adalah secara tertulis. Hal ini dikarenakan dari 

sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat 

pembuktian apabila dikemudian hari terjadi masalah. Akan berbeda  

apabila perjanjian dibuat secara tertulis yang mana lebih memudahkan  

                                                           
30
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para pihak dalam mengingat isi perjanjian termasuk mengenai hak dan 

kewajiban para pihak. Namun bagaimanapun, perjanjian kredit yang 

dibuat secara lisan tetap diakui sebagai bentuk perjanjian kredit, sepanjang 

dapat dibuktikan dengan baik oleh para pihak.  

Dalam hal perjanjian kredit (dan/atau termasuk pengikatan 

jaminannya) dilakukan secara dibawah tangan, maka harus memenuhi 

ketentuan dibawah ini: 

1. Formulir/Dokumen tidak boleh dikirim via kurir untuk 

penandatangannya, sehingga tidak diketahui dengan pasti kapan dan 

siapa yang telah membubuhkan tandatangannya. 

2. Penandatanganan dokumen harus dihadapan petugas bank yang 

ditunjuk untuk mewakili pihak Bank. 

3. Petugas bank yang ditunjuk wajib untuk meminta KTP asli yang masih 

berlaku sebelum dokumen ditandatangani dan fotocopy KTP tersebut 

untuk didokumentasikan sebagai data terbaru kemudian mencocokkan 

tanda tangan yang tertera pada KTP dan pada dokumen-dokumen yang 

ditanda tangani oleh debitur. 

- Bila tidak cocok, maka wajib untuk ditanda tangani ulang dengan 

tanda tangan yang sesuai dengan KTP. 

- Bila cocok, maka staff legal wajib membubuhkan parafnya sebagai 

tanda verifikasi dan kesaksiannya. 

4. Dokumen/akta-akta yang harus ditanda tangani oleh debitur dan 

perjanjian kredit yang dibuat adalah : 
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a. Untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan bersertifikat (SHM, 

SHGB, Hak Pakai dll) : 

- Akta perjanjian Kredit Notariil/Legalisasi/dibawah tangan. 

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

- Akta/Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan Hak sebagai Jaminan 

- Surat Pernyataan Pengosongan 

b. Untuk Agunan berupa tanah dan bangunan yang tidak 

bersertifikat/Surat Tanah Kavling : 

- Akta perjanjian Kredit Notariil/Legalisasi/dibawah tangan. 

- Akta Jaminan Fidusia/Perjanjian Penyerahan Agunan secara 

Fidusia 

- Surat Kuasa Menjual/Mengalihkan Hak sebagai Jaminan. 

- Surat Pernyataan Pengosongan. 

c. Agunan berupa Kendaraan Bermotor (mobil/truck/sepeda motor) 

- Akta perjanjian Kredit Notariil/Legalisasi/dibawah tangan. 

- Akta Jaminan Fidusia/Perjanjian Penyerahan Agunan secara 

Fidusia 

- Kwitansi Kosong 2 (dua) lembar, lembar pertama bermaterai. 

- Surat Kuasa Menjual/Surat Pelepasan Hak (untuk debitur 

berbentuk Badan/Perusahaan) 

- Dilakukan pemblokiran kendaraan di SAMSAT setempat. 

d. Agunan berupa Emas Batangan/Sertifikat Deposito/Tabungan : 
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- Dokumen/ Akta perjanjian Kredit Notariil/Legalisasi/dibawah 

tangan. 

- Akta Jaminan Fidusia/Perjanjian Penyerahan Agunan secara 

Fidusia. 

- Kwitansi Kosong dan Surat Kuasa Menjual. 

5. Setiap pemberian fasilitas kredit harus dilaporkan kepada Bank 

Indonesia melalui SID.     

 

E. Tinjauan Tentang Prinsip Kehati-hatian 

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) 

Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib memuat dan 

menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip-prinsip kehati-hatian dan 

minimal harus meliputi kebijaksanaan pokok perkreditan, tata cara 

penilaian suatu kredit, profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan.
32

       

Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam 

melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara 

hati-hati, cermat, teliti, dan bijaksana atau tidak ceroboh dengan 

meminimalisir risiko yang akan terjadinya sebgai akibat dari kegiatan 

usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada 

masyrakat, yang kesemuanya itu pada gilirannya dalam rangka 
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memberikan perlindungan terhadap dana masyrakat yang dipercayakan 

kepada lembaga perbankan.
33

  

Istilah prudent sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan 

bank dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam 

bahasa indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah 

itu digunakan untuk asas kehati-hatian. 

Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) adalah suatu asas 

atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan 

kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka 

melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini 

disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa 

perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi 

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 

Tentang Lalu Lintas Devisa dinyatakan bahwa Prinsip Kehati-hatian 

adalah salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam 

pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. 

Bank Indonesia berwenang untuk mengatur mengenai Prinsip 

Kehati- hatian bagi usaha bank seperti yang ternyata dalam Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 25 ayat 1 

yang menyatakan bahwa “Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur 
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bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan 

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.” 

Penjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 

Tentang Bank Indonesia dijelaskan pula bahwa ketentuan-ketentuan 

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk 

memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha 

perbankan guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Prinsip kehati- 

hatian mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan 

peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan 

profesionalisme dan itikad baik. 

2. Dasar Hukum Berlakunya Prinsip Kehati-hatian 

Undang-undang Perbankan sebenarnya tidak memberikan 

penjelasan secara pasti mengenai pengertian prinsip kehati-hatian 

(prudential banking), namun dalam Pasal 29 ayat 2, 3, dan 4 Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 mempertegaskan kembali pentingnya 

prinsip kehati-hatian diterapkan, yang menyatakan : 

- Pasal 29 ayat (2) 

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan 

dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan 

prinsip kehati-hatian.”
34
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Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada 

alasan apa pun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip 

kehati- hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib 

menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti, bahwa 

segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka 

melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

- Pasal 29 ayat (3) 

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib 

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan 

nasabah yang   mempercayakan dananya kepada bank.”
35

 

 

Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan (3) di atas tentu 

berhubungan erat dengan ketentuan Pasal 29 ayat (4), karena 

bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah menyimpan dan 

simpanannya. Adapun ketentuan tersebut menyatakan bahwa : 

- Pasal 29 ayat (4)  

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi  

mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan 

dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”
36

 

 

Maka Pasal 29 merupakan Pasal yang termasuk dalam ruang 

lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan prudent banking 

sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan oleh bank. 
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Sebenarnya pengaturan prinsip kehati-hatian ini ternyata termaktub juga 

pada bagian pasal sebelumnya, yaitu Pasal 8, 10, dan 11 UU Perbankan. 

- Pasal 8 ayat 1 

“Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.”
37

 

 

- Pasal 10 

“Bank Umum dilarang: melakukan penyertaan modal, kecuali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c melakukan 

usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.”
38

 

 

 

 

- Pasal 11 

Pasal 11 ayat (1) 

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain 

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau 

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-

perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang 

bersangkutan.”
39

 

 

Pasal 11 ayat (2) 

“Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak  boleh 

melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”
40

 

 

Pasal 11 ayat (3A) 

“Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum 

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, 
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pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga atau hal lain 

yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada: 

 

a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh per seratus) 

atau lebih dari modal disetor bank 

b. Anggota dewan komisaris 

c. Keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c 

d. Pejabat bank lainnya, dan 

e. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan 

dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, dan huruf e.”
41

 

 

Pasal 11 ayat (4) 

“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat 

(4).”
42

 

Undang-undang Perbankan hanya menyebutkan  istilah  dan  ruang  

lingkupnya  saja  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan 

(4). Dalam bagian akhir ayat (2) misalnya disebutkan bahwasanya bank 

wajib melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam 

pengertian, bank wajib untuk tetap senatiasa memelihara tingkat 

kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, 

likuiditas, rentabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 

bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan. 

Semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat 

kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi 

pinjaman pokok dan bunga. Apabila kredit yang telah disalurkan bank 

kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada 

bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit, maka kualitas 

kredit dapat digolongkan menjadi non performing lean (NPL). Jumlah  
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kredit yang NPLnya tinggi akibatnya dapat mengganggu kesehatan bank 

yang bersangkutan. 

Dengan diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian 

kredit dinilai akan menurunkan kredit bermasalah (non performing loan/ 

NPL). Selain itu, bank-bank yang memiliki NPL besar saat ini terus 

melakukan restrukturisasi untuk menurunkan kredit bermasalahnya. Oleh 

karena itu, dalam memberikan kredit, harus mengikuti tahap-tahap yang  

tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah. 


